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MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 624 / PMK.04 /2004
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

Menimbang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan

berkenaan dengan pengeluaran uang tunai dari dan ke
dalam Daerah Pabean, berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 4/8/PB1/ 2002 tentang Persyaratan
Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau
Masuk Wilayah Republik Indonesia dan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta untuk
menghindari kesalahan pengertian di lapangan
tentang minuman mengandung alkohol yang dibawa
oleh penumpang atau awak sarana pengangkut dari
luar Daerah Pabean Impor, maka perlu dilakukan
perubahan bentuk dan isi Pemberitahuan Impor
Barang penumpang atau awak sarana pengangkut (BC
2.2.) dan menerbitkan formulir pembawaan uang tunai

(BC 3.2);

. bahwa dengan telah diratifikasinya perjanjian

kerjasama ekonomi dalam rangka perdagangan bebas
ASEAN-China (ASEAN- Cina Free Trade Area) dengan
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, telah
diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest
Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (FTA) dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor



Mengingat

—_

356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest
Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area
(FTA), maka perlu menambahkan kode
fasilitas/ pemenuhan  persyaratan impor dalam
Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
101/ KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1998 tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang
Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Pabean
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 129);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
230/ KMK.04/2004;



Memperhatikan:

Menetapkan

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest
Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (FTA);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest
Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area
(FTA);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah
Keluar Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan
Pabean diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu
butir n sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 meliputi :

a. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana
Pengangkut (BC 1.0);

b. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Sarana
Pengangkut (BC 1.1);

Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut
(BC1.2);

d. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah
Pabean Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain



Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);
e. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0);
f. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2-1);

g. Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau
Awak Sarana Pengangkut (BC 2.2);

h. Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor Ke
Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3);

i. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0);
j. Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (BC 3.1);

k. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah
Pabean Ke Kawasan Berikat (BC 4.0);

l. Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang
Mendapat Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau
Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut (BC
2.4);

m. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat
Penimbunan Berikat (BC 2.5);

n. Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai
Keluar Daerah Pabean (BC 3.2)."

. Menambah = kode  jenis  fasilitas/pemenuhan
persyaratan impor pada angka 19 Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
447 /KMKO05/2000 yaitu :

ASEAN-China FTA dan Bilateral Indonesia-China
54 FTA

. Mengubah Lampiran VII Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan No. 452/KMK.04/2001 sehingga menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Keuangan ini.



4. Menambahkan Lampiran baru, sebagai Lampiran XIV
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
101/KMK.05/1997 sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

JUSUF ANWAR



LAMPIRAN |

a

CUSTOMS DECLARATION
PEMBERITAHUAN PABEAN

1. Arrival Date in Indongsia Tamggal Kedatangan Jf indvuesia

2, Flight / Voyage Number Nonwr identisas Pengangkiet

3. Full Name Namu Lengknp

4. Nationality Kebangsann

5. Passport Number Nemar Pispar

6. Occupation Pekerjuun

b2

l ' )

Address in Indonesia Afamat Ji bedpnesin

e

Number of acconpanying, members (enly for passenger)
hitlal kelunrga yang bepesgran bersania (Khusns pemimpany )

E )

Number of accompanied baggages Jemlah koli draing yang difaton

l )

[} yau hinve with you ; Yos Na &

/\pnlmh anda nlrmhmn Ye Trdak i

O B LT §
10, Gouods ulah\lned overieas t.'l’tLL'lill\b FQB U"| S 1] |

for crewe, or US § 230 per persein or US S LI per i

i

i

|

i

L

family?0 I
Rasang yang dipereielt di luar negen melchiiu FOD US . E

5 50 untuk ausk saiana pengangkut, ateu U5 § 250 rer
penicnipang ataw US § 1,000 per keluarga?

e e e e e o e

11.  More than 200 cigarettes or 50 cigars or 200 grams 1
sliccd tobacco or 1 biter of alcohalic beverages?? il
Lehifi dari 200 batang sigare! ataie 30 kahing commtu !
atan 1K) gram tembokan tns otan 1 fiter minuman ‘r
menganding aﬂohcl”l ;

Y | ISRy |

12, Animals, hsh. and  plants  including  their

praduzls?h -
Hewan, ikar, dan tumbuhan termasuk produk yoirg

berasal daei hewan, ikan, dan tumhuhai? 2

13, Nargotic alrugs, psycholrupic sulsiances, fire

arms,  weapens,  ammuilion,  explosives, - .
pornagzaphic materials?e D
Markelika,  psikatropika,  senfola  dpifangig/topenr,

amuaizd, baham peledak, Fende/piblikasi pornogmp 7

14,  Cinenalographic (ilms, pre recorded video tapes,

video laser discs or recordsih l:l
S . '
Filtr SIJJ'ﬂlmNaluju, pilz viden ferina rekainn, videy {

rm-,n.u'r au plrmgnrr Jurnm"l

— VS,

Rlato wang Rupiah alan aala vang esing sendlai 100 -

Juln mpmh nh'm frb;h* v

15, Bank MNules in Rupmh ar ulhcr currency equal o
100 million Repiah or more?
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FROTIE " T e e e
PERHATIAN

Each arsiving crew/ passenger must submit custvms declarajion
{only gne Cusioms Declaration per fanily is required).

Setinp awak saronz pemgargkulpenunmipang  wajib  menyerahiknn
Pemberitahitan Pabean inf (cwkip satn Pemberitahnan Pabeds etk
satu kelrarga).

Should yau have slutiable goutls tu be reexporied please conact
custums,

like amda wembune barang waplr o yang akan dichspor Learhah
fuebiengf Bea dan Crekui,
“Any undeclared dutiable goods will be considered as vialadon
ary! subject 1o alministrative finc.

{engan fiilak mewberilalsdan krnug yang selarusiyn diteeitalmkan
i dianggap  sehogm  pelanggaran  dan diancg dengan senksd
adnnistrase.
Severe punishraent for drug trallickers.

Hukainan berat !ln'sf peribaust fmrknnl

Please answer the following questions. Fill chl:ck rnark IR } in th
boxes.

Jawabtah pertamyann beribiet. Benkan tanda cek ¢ ¥ Y dalain katak fﬂtmballl
yang lersedia.

I{ you tick Yes to any of the lollowing questicrs please go 10 the red
channel

Apchila nada mowber faccabtan Ya pada salali sati r.erhnymn. sitahadat
Nt jatur premi.

1l you are nel sure about ity tick Yrs,

fika ansla ragn. pitile Yo, - 1
N b e impontdary 1 " prohibired goods
anjzh ferper oo berpug luraugin
2 shall be destroyed umcler Cuslomd enntra? 5} murtbe concared

aliwnsnafibar di by jengapmsan Kea dar Cobu
J)  subject lo yuarashne rmspection
Jundok puka ketortunn pemeritsenn danmiting 7

trepib ekl sensar

CUSTOMS DECLARED GOODS
HARANG YANG DINERITAIIUKAN

1l you answered Yos lo any of the previous questions please provide |
delails below.

Jike onda ienjarab Ya pada saleh sba peviangany seheluatinua, berikan
rieiaa pada kefom dibwanl jni.

Description Craantsty Yalue
Lmien Juamdale Nilai

[ declare thot the information given is rue ans corract,

Saya wtenyatakan dengan scbenar-henarnya bolroa yang sayn heréloliukan
adalait bemar, =
Sifnature

Tauda tangan

FUR CLUS POMS USE (DIISI CLEH BEA DAN CUKAD

THANICYOU FOR YOUR COOPERATION
TERIMA KASIIT ATAS KERJASAMA ANDA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ftd.
JUSUF ANWAR
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LAMPIRAN I

PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN MATA UANG FUNAI
BANK NOTES DECLARATION

BCA2

Wajib dilsi dan disampaikan kepada Pejabal Bea dan Cukai oleh seliap orang pada saat keberangkatan yang meinbawa uang
tunaj dalam mata vang Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jula Rupiah) atau lebih alau dalam mata uang asing yang
jumlahinya setara dengan itu

To becompleted and fitled to Cristoms officials by anyone on the dzparinre who bring Bank Noles twith an antonint of Rp 100.000.000,- {one
hundred miillion rupialis) or more or v Hie other crirrency with the snute anount

Flhight/Voynge/Vehicle Nuniber

1. | Ne Penerbangan/Pelavaran/Kendaraan : 2

npgal rangkalan :
Daie of Depariture

3. | Nama Penumpang : 4, | Tempat Keberangkaian :
Passenger Naoe (fill nmine) Place of Deparitire
5. | Kebangsaan : 6. | Nomor Paspor:
Nadionality Passport Nusmber
L—Z Pekerinan: 8. | Negara Tujuan: -
Qcenpation Conniry of Destination
9. . Hasap pienyebutkay jends wala ynig Rupich yang Anda ot @ T
L Please specifiy the amount of Rupiak Bauk Notes tat yon bring :
b, Hayap metebnifnn fumlalr yang yong auda bojua: j
Please specify the amoun!t of Bank Notes tiat von bring : v
10.

A Jika anda membawa mata pang Rupiah, apakab anda memiliki surat izin darj Bank Indonesia ?

If your bring Rupinit Bank Note, do you luve fetter of npproval from Bank fudonesia ?

—

ndak/ Ne

ggbgt pada Pgmbtnlahuan inj,

Indonvsia. Lampirkan Sural Iz

If yes, plense meattion the Nuwiber and the Date of appoual letter issited by Bank indonesia nud please attach tie approval leticr

Tanda langan :

twitlt this fort,
|
Nowor/ Nuntber : Tgl./Date:
)
vyajakan d n seb rya b beritahukan adalah benar, 7
I declare that the informalion given is truie and correct,
Untuk Pejabat Dea dan Cukai Tak -
’ Date
Nama
NIP T_a.nda langan :
Signalure

ttd,-

JUSUF ANWAR
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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



